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ABSTRACT
Pasal 3 huruf c Konvensi Chicago 1944 menentukan bahwa setiap pesawat udara  negara  (state  aircraft)  anggota  Konvensi 
Chicago  1944  dilarang  melakukan penerbangan  di  wilayah  udara  negara  lain  tanpa  izin.  Pasal  69  Undang-Undang Republik
 Indonesia  Nomor  1  Tahun  2009  tentang  Penerbangan  mengatur  bahwa pesawat  udara  negara  asing  yang  hendak 
melakukan  penerbangan  di  wilayah  udara Indonesia  harus  mendapatkan  izin  terlebih  dahulu  kepada  Pemerintah  Indonesia.
Pada Hari Senin 20 Mei 2013, Pesawat Dornier 328 milik Amerika Serikat terdeteksi oleh radar TNI AU sedang melakukan
penerbangan di wilayah udara Indonesia tanpa izin.  Kasus  tersebut  dipandang  oleh  Pemerintah  Indonesia  sebagai  insiden 
biasa, bukan  sebagai  sebuah  insiden  pelanggaran  serius  terhadap  wilayah  kedaulatan Indonesia. Penelitian  ini  bertujuan 
untuk  mengetahui  dan  menjelaskan  pelanggaran yang  dilakukan  oleh  Pesawat  Dornier  328  di  wilayah  udara  Indonesia 
ditinjau  dari hukum internasional dan hukum nasional Indonesia, bagaimana tindakan Pemerintah Indonesia  dalam  menangani 
kasus  Dornier  328,  dan  bagaimana  pengaturan  hukum nasional  Indonesia  terhadap  pesawat  udara  negara  asing  yang 
melakukan pelanggaran di wilayah udara Indonesia. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  (normative  legal
research), akan tetapi dalam rangka memperoleh data yang akurat penulis melakukan pengumpulan  data  dengan  metode 
wawancara,  mengumpulkan  dari  buku,  majalah, surat  kabar,  dan  dari  internet  dengan  mengakses  situs-situs  yang 
terpercaya.  Data yang penulis peroleh kemudian diolah dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil  penelitian  menunjukkan
 bahwa  pesawat  Dornier  328  telah melakukan pelanggaran yang serius di wilayah udara Indonesia, tindakan Pemerintah
Indonesia dalam menindak kasus Dornier 328 belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang  diatur  di  dalam  Undang-Undang 
Nomor  1  Tahun  2009  tentang  Penerbangan, serta  pengertian  pesawat  udara  negara  asing  di  dalam  Undang-Undang  Nomor 
1 Tahun  2009  tentang  Penerbangan  tidak  dijelaskan  secara  tegas  sehingga menimbulkan kesulitan dalam menafsirkan
pengertian istilah tersebut. Penulis menyarankan kepada Pemerintah Indonesia agar lebih serius dalam menanggapi  setiap  insiden 
pelanggaran  wilayah  udara  yang  dilakukan  oleh  pesawat udara  negara  asing.  Dalam  kasus  Dornier  328  Pemerintah 
Indonesia  seharusnya melakukan pemeriksaan terhadap personel pesawat, pesawat, dan barang muatannya dalam  rangka  menjaga 
pertahanan  dan  keamanan  nasional.  Serta,  istilah  pesawat udara  negara  asing  seharusnya  diberi  pengertian  yang  tegas  di 
dalam  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
